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RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang telah disetujui DPR (25/3/2008) menjadi UU 
selain bertujuan memerangi pornografi, perjudian, pemerasan, dan pengancaman, juga dimaksudkan 
untuk membelenggu kebebasan pers. Mengherankan kenapa Menkominfo tidak pernah mengajak Dewan 
Pers dan organisasi pers lainnya berpartisipasi dalam pembahasan. 

Dengan bangga, Menkominfo Mohammad Nuh menjelaskan, UU ITE dimaksudkan untuk memerangi 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Menteri—
sengaja atau tidak sengaja—tidak mengemukakan UU ITE dapat mengancam kebebasan pers. 

UU seperti itu melengkapi paradoks Indonesia. Aktivis prodemokrasi dan pers berjuang agar Indonesia 
tidak lagi mengkriminalkan pers karena pekerjaan jurnalistik (criminal defamation), melainkan hanya 
diproses dalam perkara perdata. Perusahaan pers yang penerbitannya memuat karya jurnalistik yang 
mengandung pencemaran nama baik dapat diancam dengan denda proporsional. Perjuangan 
masyarakat pers dan penyiaran pada tahun-tahun pertama reformasi berhasil mengupayakan UU Pers 
(No 40/1999) yang tidak lagi menganut politik hukum kriminalisasi pers. 

Paradoksnya, lewat berbagai produk hukum dan UU, pemerintah justru lebih meningkatkan politik hukum 
pengkriminalan pers. 

Pertama, Menteri Hukum dan HAM telah mempersiapkan RUU KUHP, yang lebih kejam dari KUHP 
buatan pemerintahan kolonial Belanda (1917). KUHP— berisi 37 pasal yang telah mengirim orang-orang 
pergerakan dan orang-orang pers ke penjara Digul—selama 63 tahun ini masih digunakan 
memenjarakan wartawan. Kini, RUU KUHP bukannya disesuaikan dengan konsep good governance 
justru berisi 61 pasal yang dapat memenjarakan wartawan. 

Kedua, UU Penyiaran (No 32/2002) dalam beberapa pasal mengakomodasi politik hukum yang lebih 
kejam. Isi siaran televisi—termasuk karya jurnalistik—bermuatan fitnah, hasutan, menyesatkan, dan 
bohong diancam dengan pidana penjara bukan hanya sampai dengan lima tahun, juga dapat ditambah 
dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. 

Ketiga, RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan bulan ini juga adalah UU paradoksal. 
Judulnya keterbukaan, isinya ancaman penjara. RUU itu mengatur informasi rahasia dan informasi 
publik. Informasi publik mestinya terbuka untuk publik, tetapi masih dengan ancaman ”bagi yang 
menyalahgunakan informasi publik diancam pidana penjara paling lama dua tahun”. Pasal-pasal itu 
dimaksudkan menghambat efektivitas jurnalisme investigasi untuk menggunakan informasi publik dalam 
mengungkap kebobrokan birokrasi dan BUMN. 

Mengancam pers 



Perkembangan teknologi informatika berdampak—demi survival dan kemajuan industri surat kabar—
surat kabar harus mengikuti konvergensi media. Produk pers selain disebarkan lewat media cetak juga 
go on line dan mengembangkan industri dengan memiliki stasiun radio, televisi, dan media internet. 
Media mainstreams seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo kini dapat diakses dalam wujud informasi 
elektronik. Tampaknya Menkominfo tidak memahami kecenderungan global itu. 

Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE dapat dibaca bahwa pers yang mendistribusikan karya 
jurnalistik memuat penghinaan dan pencemaran nama baik dalam wujud informasi elektronik dan 
dokumen elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda sampai 
satu miliar rupiah. 

Persoalannya, UU Pers dan KUHP mendefinisi penghinaan dan pencemaran nama baik berbeda. 
Sekadar ilustrasi dikemukakan beberapa contoh pertama, berita majalah Tempo ”Ada Tomy di 
Tenabang” (3/3/03) menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta 
merujuk KUHP dan UU No 1/1946 adalah karya kejahatan karena berita Tempo itu dinilai memuat 
kebohongan, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (9/2/06), 
berita itu mengacu UU Pers dan tidak melanggar hukum. 

Kedua, Majelis Hakim MA (28/8/07) memvonis Time Asia membayar ganti rugi satu triliun rupiah kepada 
mantan Presiden Soeharto. Laporan investigasi Time edisi 24 Mei 1999 tentang bagaimana mantan 
Presiden Soeharto membangun kekayaan keluarga dinilai mencemarkan nama baik Soeharto. Padahal, 
berdasarkan UU Pers, pemberitaan Time itu adalah karya jurnalistik. Kalaupun divonis mencemarkan 
nama baik, hukumannya maksimum lima ratus juta rupiah. 

Ketiga, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kristen/AMPK (11/2/08) mengadu kepada Dewan Pers terkait 
sampul majalah Tempo edisi 4-10 Februari 2008 dengan gambar Soeharto (alm) dan enam putra-
putrinya. AMPK berpendapat gambar itu tiruan gambar perjamuan kudus dan menilainya sebagai 
menghina agama Kristen. Karena itu, lewat Koran Tempo (6/2/08) dan Majalah Tempo edisi 11-17 
Februari, Pemimpin Redaksi Tempo Toriq Hadad telah memberikan klarifikasi dan menyampaikan 
permohonan maaf kepada umat Kristiani. Dewan Pers berpendapat persoalan telah selesai. 

Apa yang dapat disimpulkan dari uraian tersebut di atas? Pertama, politik hukum yang dianut UU ITE 
ternyata bertentangan dengan UU Pers, tetapi justru ”saling melengkapi” KUHP dalam melumpuhkan 
fungsi kontrol pers. 

Kedua, ketiga penggugat dalam perkara pers di atas, Tomy Winata, pewaris mantan Presiden Soeharto, 
dan AMPK kini mendapat senjata baru bernama UU ITE untuk melanjutkan gugatan mereka ke 
pengadilan. Mengacu Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, ketiga media dapat dipidana penjara 
sampai enam tahun. Bagaimana bisa? Karena muatan ketiga media itu juga didistribusikan dan 
ditransmisikan lewat transaksi elektronik, yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan 
komputer, dan media elektronik lainnya. 



Ketiga, ke mana sebenarnya arah kebebasan pers Presiden SBY? Salahkah penulis melakukan penilaian 
bahwa Presiden SBY sedang dalam dilema, di satu sisi ia menyatakan melindungi kebebasan pers, tetapi 
di sisi lain justru sadar atau tidak sadar membelenggunya. 
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